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MOTTO: 

Proses 

Hidupkanlah dalam hatimu  

Sebuah proses adalah jalan menuju sebuah hal yang kamu raih 

Hidupkanlah dalam pikiranmu  

Bahwa proses adalah suatu hal yang harus lebih kamu hargai 

Hidupkanlah dalam tindakanmu 

Bahwa kamu berhak untuk berproses menjadi lebih baik lagi 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 1.1

Perjalanan dinas merupakan perjalanan yang dilakukan dalam lingkup Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat dilaksanakan oleh pegawai negeri 

maupun pegawai tidak tetap yang telah disetujui oleh pejabat berwenang. Tujuan 

perjalanan dinas adalah untuk kepentingan Negara. 

Perjalanan dinas pada Dinas Koperasi dan UKM provinsi Sumatera Selatan 

berupa kunjungan pameran UMKM,  seminar,  workshop, serta kepentingan dinas 

lainnya. Sedangkan untuk pelaksana perjalanan dinas dapat dilakukan oleh pejabat 

pemerintah (kepala dinas),sekretariat,dan kepala bidang. Kemudian untuk 

memudahkan dalam proses pembayaran biaya perjalanan dinas maka setiap 

pengeluaran yang terjadi harus memiliki bukti pengeluaran seperti tiket pesawat, 

belanja perjalanan dinas, penginapan, dan lain-lain. 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sistem yang berguna dalam 

menghasilkan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pencacatan, 

pengumpulan, memproses yang berguna bagi pihak internal instansi maupun 

eksternal (Derri Benarli Nugraha, Zul Azni, 2022). Susunan organisasi Dinas 

Koperasi dan UKM salah satunya Sub Bagian Keuangan dimana kegiatanya 

dilakukan dengan sistem yang baik terkait penyususnan  rencana anggaran kas dan 

pengelolaannya, melakukan verifikasi dan perbendaharaan,  melakukan penyiapan 

data yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Untuk mendukung kegiatan 

pembayaran biaya perjalanan dinas, terdapat tahapan berupa prosedur yang 
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dilakukan oleh staf Sub Bagian Keuangan seperti melengkapi dokumen yaitu 

Surat Perintah Tugas (SPT), kuitansi, Surat Perintah Membayar (SPM), dan 

Rekapitulasi Perjalanan Dinas (RPD). Tahapan selanjutnya memproses semua 

pengeluaran yang dilakukan secara komputerisasi melalui  aplikasi e-sumsel. 

Adapun kendala yang tidak signifikan yang penulis temukan dalam 

menjalankan Praktik Kerja Lapangan yaitu sering terjadi gangguan koneksi 

internet yang menyebabkan aplikasi e-sumsel gagal beroperasi dan menghambat 

pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM). Sehingga pejabat berwenang harus 

menggunakan koneksi internet pribadi guna menunjang pekerjaan kantor. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis memiliki ketertarikan untuk 

mempelajari lebih lanjut mengenai tahapan berupa prosedur pembayaran biaya 

perjalanan dinas dalam negeri bagi pegawai pada Dinas Koperasi dan UKM 

Provinsi Sumsel. Oleh sebab itu, penulis menyusun laporan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) dengan judul ―Laporan Kegiatan Prosedur Pembayaran 

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Pada Dinas Koperasi 

dan UKM Provinsi Sumatera Selatan”.  

 

 Tujuan PKL 1.2

Tujuan dilakukannya Praktik Kerja Lapangan ini adalah untuk menerapkan 

teori yang didapat selama diperguruan tinggi terkhusus  tentang sistem informasi 

akuntansi yang terkait proses pembayaran biaya perjalanan dinas pada Dinas 

Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. 
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 Manfaat PKL 1.3

Adapun manfaat yang diperoleh dari PKL adalah:  

1.3.1 Bagi Mahasiswa (Penulis) 

a) Memahami prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas bagi pegawai pada 

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.  

b) Membangun rasa disiplin, mandiri, percaya diri, berani dan rasa tanggung 

jawab terhadap suatu pekerjaan.  

c) Meningkatkan keterampilan dan wawasan dalam dunia pekerjaan.  

1.3.2  Bagi Program Studi 

a) Menjalin hubungan kerjasama yang baik antara Dinas Koperasi dan UKM 

Provinsi Sumatera Selatan dengan Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech. 

b) Menilai kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 

c) Sebagai arsip dokumen yang berguna untuk referensi mahasiswa yang akan 

melaksanakan kegiatan PKL. 

1.3.3 Bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan 

a) Menjalin hubungan kerjasama yang baik antara Institut Teknologi dan Bisnis 

Palcomtech dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.  

b) Terbantunya kegiatan operasional Dinas khususnya di Sub Bagian Umum 

Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan.  

c) Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi instansi. 
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 Tempat PKL 1.4

Penulis melaksanakan kegiatan PKL di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi 

Sumatera Selatan yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang 

menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang koperasi dan UKM, 

pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik 

negara/daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya. Dalam melaksanakan 

kegiatan PKL, penulis ditempatkan pada Sub Bagian Keuangan pada Dinas 

Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, dimana tempat tersebut 

merupakan salah satu mitra Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech. Oleh 

karena itu, penulis memilih instansi tersebut untuk melakukan kegiatan PKL 

selain dari lokasinya yang cukup strategis.  

Berikut ini merupakan informasi mengenai tempat pelaksanaan PKL. 

Nama  : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan 

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman KM. 3,5 No. 565 Palembang, Sumatera  

  Selatan 30129. 

Telepon : (0711) 355084 

Fax  : (0711) 352082 

Website : https://diskopukm.sumselprov.go.id 

 

 Waktu PKL 1.5

Waktu PKL terbagi menjadi tiga tahapan yaitu Tahap Persiapan, Tahap 

Pelaksanaan dan Tahap Pelaporan. 

https://diskopukm.sumselprov.go.id/
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1.5.1 Tahap Persiapan 

Penulis memulai persiapan dengan mencari tempat PKL pada awal bulan 

Juli. Penulis berusaha mencari tempat yang merupakan instansi Pemerintah. Pada 

awalnya penulis mengunjungi kantor Pengadilan Tinggi Palembang untuk 

mengajukan proposal kegiatan PKL, akan tetapi pihak Pengadilan Tinggi 

Palembang belum bisa menerima sesuai dengan jadwal PKL yang penulis ajukan. 

Kemudian penulis mencari tempat PKL lain yakni di Dinas Koperasi dan UKM 

Provinsi Sumatera Selatan. Penulis mengajukan surat pengantar untuk kegiatan 

PKL yang ditujukan kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan 

guna mendapatkan konfirmasi terlebih dahulu dari pihak perusahaan. Pada 

pertengahan bulan Juli penulis mendapatkan konfirmasi dari staf Sub Bagian 

Kepegawaian untuk mengambil surat balasan PKL pada jadwal yang telah di 

tentukan. 

1.5.2 Tahap Pelaksanaan 

Penulis melaksanakan PKL dalam waktu 1 bulan yakni terhitung sejak 

tanggal 1 Agustus 2023 hingga 31 Agustus 2023. Dalam pelaksanaan PKL penulis 

mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dinas Koperasi 

dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, seperti kedisiplinan waktu untuk jam kerja. 

Adapun jadwal kegiatan PKL penulis dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini. 

Tabel 1.1 Jadwal PKL 

Hari Jam Kerja 

Senin s.d. Kamis 07.00-16.00 WIB 

Jumat 07.00-16.30 WIB 

            Sumber: data diolah (2023) 
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1.5.3 Tahap Pelaporan 

Penulis mulai penyusunan laporan PKL pada pertengahan bulan Agustus 

2023 disaat penulis sedang melakukan kegiatan PKL. Hal ini dilakukan guna 

mempermudah konsultasi dengan dosen pembimbing PKL dan juga pembimbing 

di lapangan guna mendapatkan data-data yang diperlukan dalam proses 

penyusunan laporan kegiatan PKL. 

 

 Teknik Pengumpulan Data 1.6

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan laporan ini 

adalah sebagai berikut. 

 

1.6.1  Metode Observasi 

Observasi adalah  suatu pengamatan yang dilakukan terhadap suatu objek 

sekitar  baik yang sedang terjadi atau masih dalam suatu proses aktivistas dengan 

menggunakan alat indra, serta dilakukan secara sadar dan terstrukturisasi 

(Khasanah, 2020). Metode observasi dalam kegiatan PKL ini yaitu penulis 

melakukan pengamatan pada penggunaaan aplikasi e-sumsel untuk proses 

pengeluaran kas terkait proses pembayaran biaya perjalanan dinas. 

1.6.2 Metode Wawancara 

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan 

baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan tertentu seperti untuk 

mendapatkan suatu informasi mengenai sesuatu atau untuk memperoleh data 

(Fadhallah, 2020). Penulis melakukan wawancara bersama narasumber Ibu 
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Marleni, S.Sos. selaku Penata Keuangan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi 

Sumatera Selatan. Dalam wawancara tersebut penulis dan narasumber membahas 

tentang perjalanan dinas pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera 

Selatan yang bertujuan sebagai dasar pembuatan  laporan Praktik Kerja Lapangan 

yang berkaitan dengan prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas. 

 

1.6.3 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data berupa sesuatu 

yang tertulis seperti berkas arsip atau dokumen yang berhubungan dengan sesuatu 

yang sedang diselidiki (Aryani & Gustian, 2020). Untuk mendukung laporan ini, 

penulis mengumpulkan dokumentasi dalam bentuk foto kegiatan dan dokumen 

terkait penyusunan laporan ini berupa Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah 

Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).  
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BAB II  

KEADAAN UMUM TEMPAT PKL 

 

 Sejarah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan 2.1

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur 

pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di 

bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 

Sebelum menjadi Organisasi Perangkat Daerah dengan Nama Dinas Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas ini telah 

beberapa kali berubah nama / nomenklatur.  Sejak masih menjadi Kantor Wilayah 

Departemen Koperasi hingga menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Provinsi Sumatera Selatan. 

Perubahan  nama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Tahun 1950—1957 bernama Kantor Wilayah Departemen Koperasi Sumatera 

Selatan. 

2. Tahun 1957 bernama Kementerian Perekonomian Kantor Inspeksi Koperasi 

Sumatera Selatan. 

3. Tahun 1957—1960 bernama Kementerian Perdagangan Kantor Inspeksi 

Koperasi Sumatera Selatan.  

4. Tahun 1960—1961 bernama Departemen Transmigrasi, Koperasi dan 

Pembangunan Masyarakat Desa. 

5. Tahun 1961—1963 bernama Departemen Jawatan, Jawatan Koperasi 

Sumatera Selatan. 
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6. Tahun 1963—1966 bernama Departemen Transmigrasi dan Koperasi, 

Jawatan Tingkat Satu Sumatera Selatan. 

7. Tahun 1966—1978 bernama Departemen Transmigrasi dan Koperasi, 

Direktorat Koperasi Provinsi Sumatera Selatan. 

8. Tahun 1978 bernama Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi 

Sumatera Selatan. 

9. Tahun 1978 —1983 bernama Departemen Perdagangan dan Koperasi, Kantor 

Wilayah Koperasi Sumatera Selatan. 

10. Tahun 1983—1993 bernama Kanwil Departemen dan PKK Provinsi 

Sumatera Selatan. 

11. Tahun 1993—1997 bernama Kanwil Departemen Koperasi Pengusaha Kecil 

dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan. 

12. Tahun 1999—2000 bernama Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah 

Provinsi Sumatera Selatan. 

13. Tahun 1999—2001 bernama Badan Koperasi, Pengusaha Kecil dan 

Menengah dan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan. 

14. Tahun 2001—2003 bernama Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah 

dan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan. 

15. Pada Tahun 2003—Sampai sekarang bernama Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan. 

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terakhir mengatur 

nomenklatur tersebut adalah dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 14 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera 
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Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 63 Tahun 2016 tentang 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 

dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan maka Dinas Koperasi dan UKM masih 

berdiri sampai saat ini. 

 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan 2.2

Berikutini merupakan visi dan misi dari Dinas Koperasi dan UKM Povinsi 

Sumatera Selatan. 

2.2.1 Visi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan 

VISI pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018—2023 adalah 

―Sumsel Maju Untuk Semua―. 

2.2.2  Misi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan 

Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor 

pertanian, industri dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan 

kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan. 

 Lambang Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan 2.3

Berikut ini merupakan lambang/logo dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi 

Sumatera Selatan sebagai Lembaga Pemerintah Provinsi. 

 
 Sumber: diskopukm.sumselprov.go.id  (2023) 

 

Gambar 2.1 Lambang Pemerintah Provinsi
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 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumsel 2.4

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut ini. 

 
         Sumber: diskopukm sumsel (2023) 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumsel
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 Uraian tugas dan fungsi dari struktur organisasi Dinas Koperasi dan 2.5

UKM Provinsi Sumatera Selatan 

Berikut ini adalah uraian tugas dari struktur organisasi pada Dinas Koperasi 

dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. 

2.5.1 Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur rnenyelenggarakan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pernerintah Provinsi di bidang 

Koperasi dan UKM. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala Dinas Koperasi 

dan UKM mempunyai fungsi: 

a. Penyelenggaraan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang telah 

ditetapkan dan kebijakan teknis.  

b. Penyelenggaraan pernbinaan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah. 

c. Penyelenggaraan proses pengesahan pengadministrasian Badan Hukum 

Koperasi. 

d. Pengkoordinasian kegiatan dan fasilitasi di bidang pengernbangan koperasi, 

usaha kecil dan menengah 

e. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik 

Negara/daerah. 

f. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, dan  

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpman. 
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2.5.2 Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi 

dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai 

fungsi: 

a. Pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 

b. Pelaksanaan urusan Keuangan. 

c. Pelaksanaan urusan Umum dan Kepegawaian. 

d. Pemberian bimbingan, petunjuk dan penilaian kepada Kepala Seksi dan 

bawahan. 

e. Pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik 

negara/daerah, dan 

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpiman. 

Dalam Sekretariat terbagi menjadi tiga Subbagian yang bertugas, 

diantaranya adalah sebagai berikut. 

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

Berikut ini merupakan tugas dari Subbagian Perencanaan. 

a. Perencanakan program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program 

kegiatan. 

b. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data bidang perencanaan dan 

anggaran. 

c. Pelakukan input data koperasi dan usaha kecil dan menengah dari masing-

masing Bidang untuk penyajian pelaporan. 
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d. Merencanakan program, kegiatan dan penganggaran. 

e. Menganalisa, mengevaluasi dan monitoring pelaksanaan program kerja dan 

anggaran. 

f. Membuat pelaporan pelaksanaan program kerja dan anggaran. 

g. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang dan Subbagian Keuangan dalam 

hal evaluasi dan pelaporan. 

h. Memberikan araban, pengawasan dan penilaian terhadap staf, dan 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 

2) Subbagian Keuangan 

Berikut ini merupakan tugas dari Subbagian Keuangan. 

a. Melakukan penyiapan bahan yang berhubungan dengan administrasi 

keuangan;  

b. Menyusun rencana anggaran kas dan pengelolaannya. 

c. Melakukan verifikasidan perbendaharaan. 

d. Melakukan evaluasi dan pelaporan keuangan. 

e. Melakukan penyiapan data yang berkaitan dengan keuangan. 

f. Memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf, dan 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Berikut ini merupakan tugas dari Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

a. Merencanakan kegiatan dan memberikan pelayanan umum, humas dan 

kepegawaian. 

b. Mengerjakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan. 
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c. Melakukan pengelolaan perlengkapan kantor dan barang milik daerah. 

d. Mengerjakan urusan umum, hukum kepegawaian, organisasi, tatalaksana dan 

kehumasan. 

e. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, informasi dan dokumentasi. 

f. Menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai. 

g. Melakukan penyiapan data yang berkaitan dengan umum, humas dan 

kepegawaian. 

h. Melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik 

negara/daerah. 

i. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan 

Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU). 

j. Memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf, dan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 

2.5.3 Bidang Perizinan dan Kelembagaan 

Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan 

kebijakan di bidang perizinan, kelembagaan dan monitoring, evaluasi, pelaporan 

dan data koperasi. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bidang Perizinan 

dan Kelembagaan rnernpunyai fungsi:  

a. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi di provinsi yang akurat;. 

b. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan 

Pinjam di provinsi yang akurat. 
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c. Pelaksanaan koordinasi verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk 

koperasi. 

2.5.4 Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan 

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas menyelenggarakan 

kebijakan di bidang Penilaian Kesehatan Koperasi,Pemeriksaan Kelembagaandan 

Usaha Koperasi dan Pennerapan Peraturan dan Sanksi. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Bidang 

Pengawasan dan Perneriksaan mempunyai fungsi:  

a. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan 

perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha 

simpan pinjam dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam. 

b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

peningkatan kepatuhan peraturan perundang undangan, pemeriksaan 

kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam dan penilaian 

kesehatan usaha simpan pinjam. 

c. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

peningkatan kepatuhan peraturan perundang undangan, perneriksaan 

kelembagaan koperasi, perneriksaan usaha simpan pinjam dan penilaian 

kesehatan usaha simpan pinjam. 

2.5.5 Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil 

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai tugas melaksanakan 

kebijakan di bidang Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan 

Perlindungan Usaha Kecil dan Sarana dan Prasarana Usaha Kecil. 
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal Bidang 

Pengujian, Peralatan dan Barang mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi dan tata laksana, usaha, sarana 

dan prasarana UKM. 

b. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

Organisasi dan Tata Laksana, Usaha, Sarana dan Prasarana UKM. 

c. Penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di Organisasi 

dan Tata Laksana, Usaha, Sarana dan Prasarana UKM. 

d. Penyelenggaraan administrasi di bidang Restrukturisasi Usaha. 

e. Pemberian bimbingan, petunjuk dan penilaian kepada Kepala Seksi dan 

bawahan, dan  

f. Pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan pimpinan. 

2.5.6 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

Berikut ini merupakan tugas dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 

a. UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 

kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau 

beberapa kabupaten/kota.  

b. UPTD dipimpin oIeh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas.  
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BAB III  

HASIL DAN CAPAIAN KEGIATAN PKL 

3.1 Pelaksanaan Kerja 

 Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) kurang lebih 1 

bulan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023 

dalam melaksanakan PKL di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan 

penulis di tempatkan pada Bagian Sekretariat,pertama penulis  di tempatkan pada 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada bagian tersebut penulis dapat 

meyelesaikan tugas seperti merekap hasil kerja bulanan pegawai periode bulan 

Januari sampai dengan Agustus 2023.  

 Pada minggu terakhir Penulis di tempatkan di Sub Bagian Keuangan, pada 

bagian tersebut penulis membantu pekerjaan yang berkaitan dengan prosedur 

pembayaran biaya perjalanan dinas. Adapun kegiatan harian yang dikerjakan oleh 

penulis selama melaksanakan PKL dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini. 

Tabel 3.1 Kegiatan Harian PKL pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi 

Sumatera Selatan 

Tanggal Jam Kerja Kegiatan 

01 Ags – 04 Ags 

(minggu 1) 

08.00 – 12.00 

(selasa-kamis) 

08.00-16.30 

(jum,at)  

1. Pengenalan lingkungan 

pekerjaan 

2. Menyusun dan memisahkan 

arsip berdasarkan tahun. 

3. Merekap data arsip yang 

akan di musnakan. 

4. Memberi nomor surat keluar. 

07 Ags – 11 Ags 

(minggu 2) 

08.00 – 12.00 

(senin-kamis) 

1. Membuat laporan 
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Tanggal Jam Kerja Kegiatan 

08.00-16.30 

(jum,at) 

rekapitulasi hasil kinerja 

periode bulan januari s.d 

bulan Agustus 2023.yakni 

rekap dok staf pengelola 

penataan sarana dan 

prasarana , analis SDM 

Aparatur, penyusun 

kebutuhan barang inventaris 

serta pengadministrasi umum 

2. Ikut menghadiri pembinaan, 

monitoring dan pendataan 

SKM dan SOP di Graha Bina 

Praja Pemprov. Sumsel 

14 Ags – 18 Ags 

(minggu 3) 

08.00 – 12.00 

(senin-kamis) 

08.00-16.30 

(jum,at) 

1. Menyusun rencana aksi pada 

e-kinerja 

2. Ikut memeriahkan lomba 

memperingati HUT RI Ke-78 

di Diskop UKM. 

3. Scan dan upload berkas 

terkait rencana aksi pada e-

kinerja 

4. Menyusun berkas e-kinerja 

berdasarkan periode bulan  

21 Ags – 25 Ags 

(minggu 4) 

08.00 – 12.00 

(senin-kamis) 

08.00-16.30 

(jum,at) 

1. Memberikan feedback atas 

rekap hasil kinerja pegawai.  

2. Merekap surat perintah tugas. 

3. Menyusun surat perintah 

tugas berdasarkan Sub 

Bagian 

28 Ags – 31 Ags 

(minggu 5) 

08.00 – 12.00 

(senin-kamis) 

 

1. Mencatat jumlah orang yang 

melaksanakan perjalanan 

dinas. 

2. Mencatat jumlah biaya yang 
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Tanggal Jam Kerja Kegiatan 

dikeluarkan selama 

pelaksanaan perjalanan dinas. 

3. Ikut menghadiri undangan 

Dinas dalam rangka kegiatan 

Event Collaboration MDP di 

Beston Hotel Palembang 

4. Perpisahan PKL. 

Sumber: data diolah (2023) 

3.1.1    Uraian Kegiatan PKL 

Dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) penulis diberi tugas 

sebagai berikut  

1. Membuat Daftar Rekapitulasi Sasaran Kinerja Pegawai 

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Berdasarkan Permenpan RB nomor 6 

tahun 2022 Sasaran kinerja pegawai (SKP) adalah beban kerja yang harus dicapai 

atau dipenuhi oleh Aparatur Sipil Negara dan merupakan salah satu komponen 

yang dapat dijadikan indikator keberhasilan suatu organisasi dengan dilakukannya 

evaluasi secara rutin sesuai dengan periode pengumpulan SKP, yang bertujuan 

untuk menjamin objektivitaa pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem 

prestasi kerja. SKP ini memuat berbagai target dan nilai yang jelas dalam setiap 

tugas pokok pegawainya. 

 

Berdasarkan uraian diatas berikut ini merupakan penjelasan terkait proses 

penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) : 

a. Membuat daftar rekapitulasi hasil kinerja pegawai menggunakan MS.Word 

b. Setelah dibuatkan daftar rekapitulasi hasil kinerja maka setiap SKP akan di 

input ke aplikasi e-kinerja 
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c. Lalu buat link google drive berdasarkan periode perbulan, selanjutnya data 

terkait SKP harus di scan, Kemudian mengupload berkas SKP ke link google 

drive  

d. Setelah itu maka data terkait SKP akan dinilai oleh atasan melalui menu 

feedback pada aplikasi e-kinerja ,sedangkan untuk dokumen terkait data SKP 

akan disimpan berdasarkan periode bulan. 

 

Berikut ini merupakan dokumentasi terkait penyusunan Sasaran Kinerja 

Pegawai (SKP) : 

a. Membuat Daftar Rekapitulasi Hasil Kinerja Pegawai  

 

     Sumber: data diolah (2023) 

Gambar 3. 1  Rekapitulasi Hasil Kinerja Pegawai 
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b. Membuat Daftar Surat Masuk 

 

   Sumber: data diolah (2023) 

Gambar 3. 2  Daftar Surat Masuk 

 

c. Input SKP Melalui e-kinerja 

 

Sumber: data diolah (2023) 

Gambar 3. 3 Tampilan Awal e-kinerja 
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2. Membantu Proses Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas 

Perjalanan dinas adalah suatu perjalanan dari suatu tempat ke tempat berbeda 

yang telah ditentukan oleh instansi. Perjalanan dinas dapat dilaksankan oleh 

pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap berkaitan dengan tugas dan jangka 

waktu yang telah ditetapkan.Peran sekretariat sangat penting karena memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan perjalanan dinas ,maka 

perjalanan  dinas dapat berjalan sesuai prosedur , mulai dari tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap pelaporan (Nur Fadny Yuliani1, Megawati Beddu2, 2022). 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/20212 tentang 

Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan 

Pegawai Tidak Tetap. Ketentuan Pengganti Biaya Perjalanan Dinas 

1. Secara filosofi, perjalanan dinas merupakan salah satu wujud belanja 

Negara yang memerlukan mobilitas pegawai dalam pencapaian output 

suatu kegiatan, sehingga Negara berkewajiban mengganti apa yang 

dikeluakan oleh pegawai selama mobilitas dalam mencapai output 

dimaksud, bukan sebagai unsur penembah penghasilan (pelaksana SPD 

tidak harus diuntungkan namun tidak dirugikan). 

2. Setiap pengganti biaya seyogyanya didukung bukti yang sah untuk 

menjaga prinsip akuntabilitas. 

3. Peran PPK dalam justifikasi penggantian biaya perjadin sangat 

diperlukan dalam menjaga prinsip-prinsip yang disebutkan di atas, 

terutama pada komponen SPPD yang terpaksa tanpa bukti. 



24 

 

 

4. Setiap biaya yang tidak tersedia buktinya, pelaksana perjadin harus 

paham atas resiko temuan auditor yang menyebabkan pengembalian ke 

kas Negara jika bukti untuk justifikasi PPK dimaksud tidak cukup kuat. 

5. PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-

biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran.pasal 35(2) PMK 

113/2012. 

Dari uraian sebelumya penulis ditugaskan dalam mengecek dan  menyusun 

berkas-berkas terkait prosedur pembayaran biaya perjalan dinas, sebagai berikut: 

1. Surat Perintah Tugas (SPT) atau Surat Tugas 

Surat Tugas adalah surat resmi yang ditandatangani oleh pejabat yang 

berkuasa di instansi atau lembaga tertentu yang mana isinya menugaskan 

seorang pegawai atau staf. 

2. Surat Pelaksana Perjalanan Dinas (SPPD) 

SPPD adalah surat tugas kepada pejabat Negara, Pegawai Negei Sipil 

(PNS) dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas. 

3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perjalanan Dinas (SPTJPD) 

SPTJPD adalah surat yang berisi pernyataan tanggung jawab terhadap 

kegiatan perjalanan dinas. 

4. Laporan Hasil Perjalanan Dinas (LHPD) 

LHPD adalah dokumen yang dibuat oleh pelaksana perjalnan dinas yang 

berisi tentang laporan hasil dari pelaksanaan perjalanan dinas. 
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5. Daftar Pengeluaran Rill Perjalanan Dinas (DPRPD) 

DPRPD adalah dokumen yang berisi rincian biaya yang dikeluarkan 

selama kegiatan perjalanan dinas. 

6. Kuitansi  

Kuitansi merupakan dokumen yang memuat biaya belanja perjalanan 

dinas. 

7. Rekapitulasi Perjalanan Dinas (RPD) 

RPD merupakan dokumen yang berisi nama pelaksana perjalanan dinas, 

waktu pelaksanaan dan tujuan. 

Berikut ini merupakan prosedur pembayaran biaya  perjalanan dinas dalam 

negeri bagi pegawai di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan 

sebagai berikut: 

1. Pihak yang melaksanakan perjalanan dinas melengkapi dokumen, yaitu 

Surat Perintah Tugas (SPT) atau Surat Tugas, dan Surat Pelaksanaan 

Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah dibuat sebelum melaksanakan 

perjalanan dinas. Setelah melakukan perjalanan dinas pihak yang 

melaksanakan perjalanan dinas membuat Laporan Hasil Pelaksanaan 

Perjalanan Dinas, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perjalanan 

Dinas (SPTJPD), kemudian menandatangani berkas-berkas tersebut. 

Lalu  dokumen tersebut, diserahkan kepada Sub Bagian Keuangan 

maka dokumen akan diperiksa selanjutnya akan dibuat Daftar 

Pengeluaran Rill Perjalanan Dinas (DPRPD), kuitansi, dan Rekapitulasi 
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Perjalanan Dinas (RPD), kemudian di serahkan kepada bendahara 

pengeluaran. 

2. Bendahara menandatangani DPRPD, kuitansi dan RPD. Kemudian 

menyerahkan kepada pihak yang melaksanakan perjalanan dinas. 

3. Pihak yang melaksanakan perjalanan dinas menandatangani berkas-

berkas dari bendahara kemudian diserahkan kepada Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan (PPTK). 

4. PPTK menandatangani DPRPD, kuitansi dan RPD. Kemudian 

diserahkan kepada Kepala Dinas. 

5. Kepala dinas menandatangani DPRPD, kuitansi dan RPD kemudian 

RPD di serahkan kepada Sub Bagian Keuangan untuk diarsip, 

sedangkan DPRPD dan kuitansi diteruskan kepada bendahara 

pengeluaran. 

6. Bendahara membuatkan Ganti Uang (GU) melalui Surat Perintah 

Membayar (SPM) sebanyak dua rangkap. Kemudian SPM diserahkan 

kepada kepala dinas, sedangkan DPRPD dan kuitansi diserahkan 

kepada sub bagian keuangan untuk diarsipkan. 

7. Kepala dinas menerima SPM dan menandatangani kemudian SPM 

diserahkan kembali kepada bendahara pengeluaran. 

8. Bendahara menerima SPM yang telah ditandatangani oleh kepada dinas 

rangkap satu diserahkan kepada sub bagian keuangan guna arsip, 

rangkap satunya lagi diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah (BPKD) 
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9. BPKAD menerima dokumen-dokumen SPM, lalu melakukan pengujian 

apabila sesuai maka BPKAD akan menerbitkan Surat Perintah 

Pencairan Dana (SP2D) dan SPM diarsipkan. Setelah SP2D diterbitkan 

maka dana tersebut masuk ke rekening dinas kemudian bendahara 

pengeluaran akan mentransfer dana tersebut ke rekening masing-masing 

pihak yang melaksakan perjalanan dinas. 

10. Prosedur selesai. 

Dari uraian prosedur diatas dapat dilihat dalam bentuk diagram alir 

(Flowchart) adalah urutan yang dilambangkan dengan simbol-simbol yang 

membentuk suatu diagram guna menjelaskan tahap demi tahap dalam 

menyelesaikan pekerjaan (Shamaratul Fuadi & Oriza Candra, 2020). Yakni 

sebagai berikut : 
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Dari uraian prosedur di atas dapat dilihat dalam bentuk flowchart sebagai berikut: 

 
Sumber: data diolah (2023) 

Gambar 3.4 Flowchart Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pegawai pada Dinas Koperasi dan 

UKM Provinsi Sumatera Selatan
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Berikut ini merupakan dokumen-dokumen yang terkait dalam prosedur 

pembayaran biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pegawai pada Dinas 

Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. 

a. Surat Perintah Tugas (SPT) 

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan sebelumnya berikut ini 

merupakan contoh surat perintah tugas pada Dinas Koperasi dan UKM 

Provinsi Sumatera Selatan 

 
Sumber: Data Diskop UKM Prov Sumsel (2023) 

 

Gambar 3.5 Surat Perintah Tugas 
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b. Surat Perintah Membayar (SPM) 

SPM merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk 

untuk mencairkan dana yang berumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran 

atau dokumen lain yang dipersamakan. 

 
Sumber: Data Diskop UKM Prov Sumsel (2023) 

Gambar 3.6 Surat Perintah Membayar 
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c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 

Surat Perintah Pencairan Dana merupakan dokumen yang diterbitkan oleh 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berdasarkan SPM 

yang telah diajukan. 

 
Sumber: Data Diskop UKM Prov Sumsel, 2023 

Gambar 3.7 Surat Perintah Pencairan Dana  
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3.2   Kendala Yang Dihadapi 

Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan  pada Dinas Koperasi dan 

UKM Povinsi Sumatera Selatan  terdapat kendala yang dihadapi yakni 

sebagai berikut 

1. Dalam penyususnan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pegawai 

melalukan kesalahan dalam menginput data pada aplikasi e-kinerja 

untuk periode bulan Januari 

2. Untuk proses pembayaran biaya perjalanan dinas aplikasi e-sumsel 

gagal beroperasi karena jaringan internet yang tersedia tidak cukup 

baik. 

3.3   Cara Mengatasi Kendala 

Dari kendala yang terjadi untuk mengatasi kendala tersebut maka : 

1. Dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di aplikasi  

e-kinerja jika terjadi kesalahan maka bawahan harus meminta izin 

kepada atasan untuk menghapus penilaian yang telah diberikan guna 

mengubah atau memberikan tambahan data terkait SKP. 

2. Terkait kendala proses pembayaran biaya perjalanan dinas berupa 

gangguan jaringan internet maka dapat diatasi dengan merencanakan 

pengajuan penambahan dana belanja bulanan terkhusus biaya 

pemakaian internet guna mengganti internet yang lebih baik. 

. 
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BAB IV 

    PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Dinas Koperasi 

dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dan penulis mendapat banyak pengetahuan. 

Berdasarkan  pembahasan yang telah di uraikan sebelumnya  maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas dalam  negeri 

bagi pegawai pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sudah 

berjalan dengan baik. Setiap langkah sudah dilakukan sesuai prosedur dan 

professional dalam bekerja. Akan tetapi terdapat kendala yang menghambat 

kelancaran kegiatan yakni ganguan jaringan  internet yang menyebabkan aplikasi 

e-sumsel gagal beroperasi sehingga untuk mendukung kelancaran dalam bekerja 

pegawai mesti menggunakan jaringan internet dari handphone masing-masing. 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan  pengalaman penulis selama melaksanakan kegiatan PKL, penulis 

mempunyai  saran yang kiranya dapat mengatasi hambatan dan menciptakan 

kelancaran kegiatan instansi yakni dengan cara merencanakan penambahan  

pengajuan dana belanja bulanan kantor terkhusus biaya pemakaian internet guna 

mengganti layanan internet ke yang lebih baik. Sedangkan untuk kendala berupa 

kesalahan dalam melakukan input data SKP pada aplikasi e-kinerja yang 

tergolong masih baru kiranya dapat dilakasakan kembali simulasi atau bimtek. 
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Surat Pernyataan Ujian 
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Form Pengajuan Judul PKL 
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Surat Balasan Riset  
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Form Penilaian Kerja Mahasiswa 
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Form Penilaian Pembimbing PKL 
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Form Absensi  
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Link dan Screenshot Video Wawancara PKL 

Link YouTube: https://youtu.be/u0dGp4DhrEg?si=d6E7fsdrOUawIJne 

 

 

 

https://youtu.be/u0dGp4DhrEg?si=d6E7fsdrOUawIJne

